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ABSTRAK 

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN 

PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA 

PEKANBARU 

Oleh: 

Rani Mardiana 

NIM.12070520725 

 

Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta perangkatnya turut 

serta dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas yang berada pada 

daerah Kota Pekanbaru. Kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi 

perhatian khusus dari pemerintah melalui Dinas Sosial karena penyandang 

disabilitas termasuk dalam salah satu masyarakat rentan yang termasuk dalam 

kategori PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berarti berhak 

memperoleh pelayanan dan perlindungan khusus dari Dinas Sosial. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menjamin 

kesejahteraan penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan 

untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dinas sosial dalam menjalankan 

peran untuk menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk 

menjelaskan bagaimana peran dinas sosial dalam menjamin kesejahteraan 

penayandang disabilitas Kota Pekanbaru. Pengambilan data dilakukan melalui 

wawancara terhadap beberapa informan yaitu Kasi Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas, staff Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 

dan masyarakat penyandang disabilitas. Pengambilan data juga dilakukan 

melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunujukkan bahwa Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas 

telah menjalankan perannya dengan baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. 

Hal ini ditandai dengan adanya beberapa penghambat seperti pada faktor 

internal, terdapat kendala waktu pada saat penyaluran bantuan, selain itu adanya 

keterbatasan dana untuk penyaluran bantuan. Faktor eksternal,kurangnya 

partisipasi penyandang disabilitas, seperti tidak melaporkan diri untuk terdaftar 

dalam DTKS, tidak mengikuti pelatihan, dan selalu mengkomplain bantuan yang 

telah diberikan. 

Kata kunci: Peran, Kesejahteraan, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya kesejahteraan merupakan hak setiap rakyat. Semua 

kalangan masyarakat harus merasakan kesejahteraan sosial secara adil dan merata. 

Oleh karena itu negara memiliki sebuah kewajiban untuk memenuhi hak atas 

setiap rakyatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 

yang menyatakan bahwa pihak pemerintah beserta perangkatnya dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana disebut dalam undang-undang 

tersebut meliputi : 

1. Rehabilitasi Sosial, merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk menyatukan kembali seseorang ke dalam lingkungan masyarakat dengan 

memberikan dukungan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Proses integrasi ini melibatkan 

pengembangan kemampuan fisik, mental, dan sosial seseorang, serta memberikan 

peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat. 

2. Jaminan Sosial, merupakan sebagai bentuk perlindungan sosial, bertujuan 

untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terjamin untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

3. Pemberdayaan Sosial, merupakan Peningkatan "daya" atau kekuatan 

seseorang, organisasi, dan masyarakat. Pemberdayaan sosial mencakup 

peningkatan sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi dan politik. 
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4. Perlindungan Sosial, merupakan upaya pemerintah untuk membantu 

masyarakat menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani rentang kehidupan. 

Pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat yang 

terdampak, terutama mereka yang miskin dan rentan. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, maka kesejahteraan dapat dirasakan oleh 

setiap masyarakat tanpa ada pengecualian. Hal ini menunjukan bahwa 

penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama. Seorang 

penyandang disabiltas merupakan kelompok masyarakat yang sama dengan 

masyarakat pada umumnya. Disabilitas bisa saja ditemukan dalam setiap rentang 

kehidupan, dan isu disabilitas paling sering dibahas pada setiap negara, seperti di 

negara-negara berkembang bahkan di negara-negara maju sekalipun. Seseorang 

bisa saja menjadi disabilitas tidak hanya disebabkan karena kelainan saat masih 

dalam kandungan, akan tetapi dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa 

hingga orangtua. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi 

disabilitas yaitu karena mengalami kecelakaan, baik dijalan raya ataupun di lokasi 

kerja serta menjadi korban bencana alam.   

Seseorang yang mengalami disabilitas adalah individu yang menghadapi 

penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang 

berkepanjangan. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam berpartisipasi 

sepenuhnya dan efektif dalam masyarakat, dengan adanya berbagai hambatan, 

berdasarkan prinsip kesetaraan dengan individu lainnya. Adapun secara jelas 

klasifikasi penyandang disabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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                                        Tabel 1.1 

Pengklasifikasian Ragam Penyandang Disabilitas 

 

No  Nama Disabilitas Jenis Pengertian 

1 Tuna Netra Disabilitas Fisik Tidak dapat melihat;buta 

2 Tuna Rungu Disabilitas Fisik Tidak dapat mendengar;tuli 

3 Tuna Wicara Disabilitas Fisik Tidak dapat berbicarar;bisu 

4 Tuna Daksa Disabilitas Fisik Cacat tubuh 

5 Tuna Laras -Disabilitas Fisik 

-Disabilitas Mental 

-cacat suara nada  

-sukar mengendalikan emosi 

dan sosial 

6 Tuna Grahita Disabilitas Mental cacat pikiran;idiot;lemah 

daya tangkap ;idiot 

7 Tuna Granda Disabilitas Ganda Penderita cacat fisik dan 

mental 

   Sumber : Muhammad Chodzirin (2013:19) 

Dari pengklasifikasi diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas 

memiliki beberapa jenis dengan keterbatasan yang berbeda-beda. Maka itu kita 

dapat memberikan perilaku khusus kepada mereka sesuai dengan 

pengklasifikasian tersebut.  

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang 

sama disetiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pancasila yang 

merupakan dasar negara menyatakan bahwa setiap dari kita memiliki hak yang 

sama. Hal tersebut tercantum dalam sila ke-2 yaitu Kemanusian yang adil dan 

beradab serta pada sila ke-5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Penyandang disabilitasyang rentan atas perlakukan deskriminatif harus dilindungi 

dan berhak memperoleh kehidupan yang layak. Mengenai hak dan kedudukan 



 
 

4 
 

setiap warga negara Indonesia juga dipertegas dalam suatu Undang – undang 

Dasar 1945, pasal 27 angka ( 2 ) yang menyatakan bahwa: Tiap - tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Keterjangkauan penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesaaman 

hak dan kewajiban antara masyarakat disabilitas dan masyarakat non-disabilitas 

dalam hal penggunaan bangunan umum. Tetapi penyandang disabilitas memiliki 

kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya yang tidak memiliki batasan 

untuk berkecimpung diruang manapun. Baik itu dalam bidang sosial, ekonomi dan 

politik. 

Salah satu bukti bahwa keterbatasan bukanlah sebagai penghalang, dapat 

dilihat dari kegigihan seorang penyandang difabel cerebral palsy tergabung dalam 

Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU) Pekanbaru yang menaungi para 

penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, Riau. Bahwa dengan keterbatasan 

tersebut jutsru tidak menjadikan itu sebagai batasan dirinya untuk memperoleh 

kesetaraan hak dengan masyarakat lainnya. Dirinya mampu membangun ekonomi 

sesama disabilitas dengan mengelola bisnis budidaya dan pengolahan lele. 

Nantinya, lele yang dibudidayakan itu kembali diolah menjadi salai atau lele asap 

serta abon lele. 

Selain itu, dibidang olahraga Khusunya di Provinsi Riau melahirkan atlet 

disabilitas berprestasi yang berasal dari Dusun Karya Nyata, Desa Siabu, 

Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau.  yaitu Leani Ratri Oktila seorang atlet 

badminton memperoleh anugerah berupa gelar atlet parabadminton putri terbaik 
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dari Badminton World Federation (BWF) selama dua tahun berurutan, yaitu tahun 

2018 dan 2019. Selain itu, Ratri juga terus mencetak prestasi dengan 

memenangkan medali di berbagai ajang kejuaraan. Pada paralimpiade Tokyo 

2020 lalu, Leani Ratri Oktila berhasil meraih 3 medali, yaitu 1 medali perak 

dalam cabang badminton nomor tunggal putri nomor SL4, dan dua medali emas 

dalam ganda putri bersama Khalimatus Sadiyah, dan ganda campuran bersama 

Hary Susanto. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam kedudukan 

dan hak antara masyarakat umum dan masyarakat penyandang disabilitas. Oleh 

karena itu, di setiap aspek kehidupan setiap orang diberi posisi dan hak yang 

sama. Pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas adalah alat penting yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan moral para penyandang disabilitas dan 

meningkatkan peluang mereka untuk menjalani kehidupan pribadi dan sosial yang 

bermakna. Mengakui hak-hak mereka dapat membebaskan mereka dari rasa putus 

asa yang membelenggu kehidupan mereka. 

Kelompok penyandang disablitas seringkali dianggap sebagai kaum 

minoritas yang  berbeda dengan kelompok masyarakat pada umumnya. Selain itu 

terjadi kesenjangan sosial yang menyebabbkan hambatan sosial menjadi 

penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam 

lingkungan masyarakat. Adapun kesenjangan sosial yang sering dihadapi oleh 

penyandang disabilitas ialah dibidang ekonomi dan sosial. Dimana penyandang 

disabilitas sulit untuk memeproleh kesempatan kerja yang sama dengan 
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masyarakat umumnya atau bahkan menjadi pengangguran. Tidak sedikit dari 

mereka penyandang kaum disabilitas merasa minder atas keberadaannya ditengah 

masyarakat bahkan diantara keluarganya sendiri. Perbedaan anatomi dan fungsi 

organ tubuh menjadi faktor penyebab penyandang disabilitas tersisih dari sektor 

pekerjaan. Selain itu terjadi kesenjangan pendidikan antara penyandang disbilitas 

dengan mereka yang tidak menyandang disabilitas. 

Mengatasi hal tersebut, pemerintah yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat sekaligus memegang pertanggung jawaban atas setiap kepentingan 

rakyat menjadikan pemerintah memiliki peran untuk penyandang disabilitas.  

Khususnya penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru  juga perlu diperhatikan 

agar mereka tidak merasa terasingkan dan kehidupan mereka tidak mengalami 

kesenjangan dengan masyarakat lain, yaitu antara kelompok masyarakat 

penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat non-disabilitas. Adapun data 

penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2  

Data penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per-Kecamatan Tahun 2023 

 

No Kecamatan 2023 

1 Pekanbaru kota 56 

2 Lima Puluh 58 

3 Sail  35 

4 Rumbai  109 

5 Rumbai Barat 28 

6 Rumbai Timur 55 

7 Binawidya  67 

8 Payung sekaki 46 

9 Tenayan raya 152 

10 Marpoyan damai 125 

11 Sukajadi  63 

12 Senapelan 60 
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13 Bukit raya  107 

14 Kulim 24 

15 Tenayan Raya 71 

 Jumlah  1.056 

            Sumber:Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 

Berdasarkan data pada tabel 1.2  jumlah penyandang disabilitas Kota 

Pekanbaru per kecamatan pada tahun 2023 berjumlah 1.056. Dimana penyandang 

disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya. Tentu hal tersebut 

menjadi tugas pemerintah yang mana berperan dalam menjamin kesejahteraan 

penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak merasa diperlakukan berbeda 

dengan masyarakat pada umumnya. 

Dalam memenuhi tugas tersebut, Dinas Sosial melakukan fungsi seperti 

membuat kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menerapkan kebijakan, 

melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai urusan pemerintahan di bidang 

sosial, memberikan administrasi pelayanan sesuai dengan tanggung jawabnya, 

memberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 

melakukan fungsi lainnya berdasarkan peraturan. 

Dalam hal kesejahteraan penyandang disabilitas, Dinas Sosial menangani 

rehabilitasi penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan khusus, 

rehabilitasi penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan, penanganan 

masalah sosial bagi penyandang disabilitas setelah razia, fasilitas jaminan sosial 

bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan 

penyusunan data dan informasi untuk bagian rehabilitasi sosial penyandang 

disabilitas. 
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Untuk mewujudkan peran pemerintah melalui dinas sosial yang optimal 

dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, 

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ada beberapa yang perlu 

diperhatikan terkaitan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas, yaitu: 

1. Aksessibilitas, dalam hal ini pemerintah menyediakan ruang bebas 

hambatan atau memberikan fasilitas yang memudahkan penyandang 

disabilitas sehingga dapat berpartisipasi dalam penggunaan 

bangunan/fasilitas umum. Contoh aksessibiltas yang sudah disediakan 

pemerintah sperti, kursi khusus disabilitas, guilding block. Toilet khusus 

disabilitas dan sebagainya. 

2. Rehabilitasi sosial, dalam hal ini pemerintah melalui dinas sosial 

memberikan bmbingan dengan melakukan peningkatan dan 

pengembangan setiap individu penyandang disabiltas agar mereka dapat 

menjalankan fingsi sosialnya secara normal dan mampu berintegrasi 

dengan masyarakat umum.  

3. Bantuan sosial, dalam hal ini merupakan slaah satu bentuk upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan kepada 

penyandang disabilitas. Dalam kurun waktu tahun 2021-2023 Dinas sosial 

kota pekanbaru telah memyalurkan bantuan melalui dana APBD 

Pekanbaru berupa kaki palsu, kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. 

Namun kendala dalam penyaluran bantuan ini adalah terbatasnya anggaran 
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untuk memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas kota 

pekanbaru 

4. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, dalam hal ini pemrintah melalui 

dinas sosial melakukan suapu upaya pelrindungan dan pelayanan khusus  

yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah 

dengan memberikan pelayanan pendampingan bagi penyandang 

disabilitas. Dimana mereka bertugas untuk mendampingi penyandang 

disabilitas dalam mengakses layanan pemerintah, melakukan respon kasus 

dan melaksanana rehabiitasi sosial untuk penyandang disabilitas. 

Tabel 1.3 

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang 

Disabilitas Se-Provinsi Riau Tahun 2023 

 

No Nama Kabupaten/kota Jumlah (Jiwa) 

1 Pekanbaru  842 

2 Pelalawan  551 

3 Siak  1.080 

4 Kampar  5.121 

5 Dumai  595 

6 Bengkalis  309 

7 Rokan Hulu 585 

8 Rokan Hilir 713 

9 Indragili Hulu 398 

10 Indragiri Hilir 62 

11 Kuantan Singingi 330 

12 Kepulauan Merani 1.291 

Jumlah keseluruhan (Jiwa) 11.877 

      Sumber : Website Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2023 

Jika dilihat berdasarakan data pada tabel 1.4 terdapat 842 penyandang 

disabilitas Kota Pekanbaru yang tercatat dalam data Pemerlu Pelayanan  

Kesejehteraan Sosial. Penyandang Disabilitas merupakan yang termasuk dalam 
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kategori PPKS yang mana kelompok disabilitas memerlukan pelayanan sosial 

dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara jasmani dan rohani maupun 

sosial. 

Tabel 1.4 

Data Peneriman Bantuan Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Tahun 

2021-2023 

No Tahun Jumlah 

1 2021 79 

2 2022 45 

3 2023 39 

 Jumlah 163 

              Sumber:Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 

 Berdasarkan data diatas, terdapat 163 orang penyandang disabilitas yang 

sudah menerima bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Pekanbaru. Namun, 

jika dilihat dari jumlah penyandang disabilitas tahun 2023 yaitu sejumlah 1.056 

dengan penerima bantuan tahun 2021-2023 sejumlah 163 tentu dapat dilihat 

bahwa belum sepenuhnya semua penyandang disabilitas menerima bantuan dari 

pihak pemerintah. selain itu dapat dilihat juga pada tabel 1.3 hanya 842 jiwa 

penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang tercatat dalam dalam data 

Pemerlu Pelayanan Kesejehteraan Sosial sedangkan berdasarkan data jumlah 

penyandang disabilitas tahun 2023 sebanyak 1.056. 
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Tabel 1.5 

Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kota Pekanbaru Dinas 

Sosial Tahun 2023 

Uraian  
Jumlah 

Program Rehabilitasi Sosial 

Penyediaan Pemakan 933.200.000 

Penyediaan Sandang 184.880.000 

Penyediaan Alat Bantu 135.774.784 

Pemberian Pelayanan Reunifikasi 

Keluarga 

147.224.656 

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual Dan Sosial 

376.437.659 

Pemberian Bimbingan Sosial Kepada 

Keluarga Penyanang Disabilitas 

167.984.046 

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk 

Kependudukan Bagi 

Penyandang Disabilitas 

10.209.140 

Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan 

dan Kesehatan Dasar 

39.456.672 

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 664.934.722 

Pemberian Layanan Kedaruratan 69.543.589 

Pemberian Pelayanan Penelusuran 

Keluarga 

60.188.832 

Pemberian Layanan Rujukan 12.297.200 

Jumlah  3.646.166.591 

    Sumber: Peraturan Daerah No 06 Tahun 2022 APBD Tahun Anggaran 2023 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa terdapat alokasi dana 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Sosial, 

pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program dan kegiatan 

kesejahteraan masyarakat, termasuk perawatan penyandang disabilitas. Dengan 
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alokasi dana ini, Dinas Sosial diharapkan dapat melaksanakan program yang 

membantu penyandang disabilitas seperti rehabilitasi, pelatihan keterampilan, 

pendampingan, atau bantuan keuangan. 

Pada akhirnya, setiap pihak (pemerintah) melalui Dinas Sosial yang 

berperan dalam mensejahterakan penyandang disabilitas harus menyadari bahwa 

permasalahan kesejahteraan disabilitas perlu diperhatikan. Kompleksitas 

permasalahan sosial terkait disabilitas tidak dapat diselesaikan secara universal 

melainkan melalui berbagai cara yang memungkinkan. Kajian terhadap disabilitas 

yang dilakukan hampir di seluruh penjuru dunia harus menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan pola kesejahteraan yang sejalan dengan 

pemikiran penyandang disabilitas mengenai apa yang terbaik bagi dirinya dalam 

lingkungan sosial. Oleh karena fenomena diatas, maka sangat perlu adanya 

perhatian terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas demi keberlangsungan 

hidup penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti ingin meneliti 

sejauh mana tentang “Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan 

Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu : 

a. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan 

Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
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b.  Apa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Dalam Menjamin 

Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan 

Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

b.  Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pemerintah Dalam 

Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian  

     Penelitian yang dilakukan untuk bisa digenerasikan serta bisa 

menyampaikan manfaat yang baik bagi disipilin ilmu yang berkaitan erat dengan 

penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah :  

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini untuk bahan pengembangan ilmu 

administrasi negara dibidang Aparatur Pemerintah Daerah  

b. Manfaat Praktis, bagi pihak Instansi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, semoga 

penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam melaksanakan 

tugasnya, khususnya dalam menghadapi masalah kesejahteraan 

Penyandang Disabilitas 
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c. Manfaat Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneliti 

lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam 

mengangkat masalah yang sama. 

1.5   Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini penulis 

membagi kedalam tiga bab sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

  Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan  penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini menguraikan tentang defenisi konsep, konsep 

operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran 

BAB III : METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

data,  metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode 

analisis 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas 

penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum 

terkait objek penelitian 
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  BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Peran pemerintah dalam menajmin kesejahteraan 

penyandang disabilitas melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

 BAB VI : PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi 

terhadap peran yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1       Konsep Peran 

2.1.1 Pengertian Peran 

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (pusat bahasa, 2015:1051)  peran 

adalah “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat”. Secara umumnya, peran merupakan sesuatu 

yang dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukukan dalam suatu 

lembaga/organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai suatu keharusan atau 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang pada sebuah 

lembaga/organisasi. 

Beberapa penegertian Peran menurut para ahli, yaitu sebagai berikut : 

a. Menurut Usman (2012:60) peran adalah sesuatu-sesuatu yang dapat 

dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan 

orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang 

seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat. 

b. Menurut Lepa dkk (2019:3)  peran adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang 

diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang 

tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan 

memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. 

c. Menurut Rahayu (2019:7),  peran ialah suatu kedudukan yang 

diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang 
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tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi 

tersebut masih berstruktur sosial. 

2.1.2 Macam-macam Peran 

  Gede Diva (2009) mengatakan bahwa dalam kesejahteraan 

penyandang disabilitas peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan 

sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Adapun penjelasan dari 3 aspek 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator 

  Dalam hal ini berarti pemerintah memiliki peran dengan memberikan semua 

fasilitas dalam bentuk program dan tujuan yang sudah ditargetkan. Contoh peran 

pemerintah sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan pelatihan, selain itu 

pemerintah juga dapat memberikan bantuan materil berupa uang, barang atau jasa. 

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator 

  Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan. Dimana 

dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat menjaga 

keberaturan kehidupan masyarakat, sehingga masayarakat hidup didasari dengan 

aturan agar mampu menciptakan kehidupan yang baik dan dinamis. Pemerintah 

sebagai regulator ditandai dengan adanya sebuah peraturan daerah. Dinas Sosial 

tidak membuat kebijakan, melainkan sebagai pelaksana kebijakam yang dibuat 

oleh pemerintah  

3. Peran Pemerintah sebagai katalisator 

  Dalam hal ini, pemerintah memegang peran sebagai agen yang bertanggung 

jawab untuk mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap peran pemerintah 

sebaiknya didelegasikan atau dibagi ke pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar 

proses pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan cepat. 

Contohnya, Dinas Sosial sebagai kasalitator adalah bagian dari perantara dan 

naungan Kementerian Sosial.     

2.2       Konsep Kesejahteraan 

2.2.1 Pengertian Kesejahteraaan 

Sejahtera dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti aman, sentosa, dan 

makmur, sedangkan kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa 

hidupnya sejahtera. Umunya, kesejahteraan dapat dikatakan sebagai titik ukur dari 

setiap masyarakat yang berada pada keadaan sejahtera. Menurut Badan Pusat 

Statistik tahun 2019 ada 7 indikator kesejahteraan yaitu kependudukan, kesehatan, 

pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan 

lingkungan, dan kemiskinan. Dengan adanya perwujudan kesejahteraan warga 

negara dapat merasakan hidup layak dan mampu untuk mengembangkan diri, 

sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. 

   Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur 

dari beberapa aspek kehidupan antara lain:  

1. Dengan mempertimbangkan kualitas hidup dari segi materi, seperti 

kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagianya;  

2.  Dengan mempertimbangkan aspek fisik dari kualitas hidup, seperti 

kesehatan tubuh, lingkungan, dan sebagainya, dan sebagainya;  
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3. Dengan mempertimbangkan kualitas hidup dari segi mental, seperti 

fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 

   Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 

merupakan suatu kondisi seseorang yang merasa kehidupannya damai dan 

tentram. Selain itu kesejahteraan juga dapat diartikan apabila segala haknya 

terpenuhi baik itu secara material,spritual maupun sosial. 

2.2.2  Kesejahteraan Penyandang Disabilitas 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan daerah dibuat 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyatakan dalam bagian 9 ayat 1 bahwa 

perlindungan penyandang disabilitas adalah upaya untuk memberikan 

penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, 

yang meliputi: 

a. Aksessibilitas didefinisikan sebagai Ruang bebas hambatan atau fasilitas 

yang disediakan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memastikan 

bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk 

berpartisipasi dalam penggunaan bangunan umum, lingkungan, dan 

transportasi umum. Aksesibilitas fisik melibatkan penyediaan sarana dan 

prasarana umum yang memudahkan penyandang disabilitas dalam 

mengakses tempat tersebut, termasuk lingkungan dan sistem transportasi. 

Selain itu, aspek aksesibilitas non-fisik di tempat umum, termasuk 
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lingkungan dan transportasi, juga mencakup pelayanan informasi dan 

layanan khusus. Sebagai contoh, individu dengan kebutuhan khusus 

seperti tunanetra atau tunarungu dapat menerima informasi melalui huruf 

braille dan isyarat tangan, memungkinkan mereka untuk memahami pesan 

dan informasi yang disampaikan. 

b. Rehabilitasi sosial dapat diartikan sebagai proses peningkatan dan 

pengembangan diri dengan tujuan memungkinkan penyandang disabilitas 

untuk menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan 

bersama masyarakat. 

Salah satu tujuan dari rehabilitasi ini adalah agar penyandang disabilitas 

merasa lebih nyaman dengan keadaan mereka saat ini dan dapat belajar 

keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Selain itu, rehabilitasi 

juga memberikan penyandang disabilitas bimbingan dan pemahaman yang 

diperlukan untuk membantu mereka berkomunikasi dengan lancar dan 

berintegrasi dengan masyarakat umum. 

c. Bantuan sosial, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan cara memberikan bantuan kepada penyandang 

disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat 

meningkatkan kesejahteraan sosialnya 

d. Pemeliharaan taraf kesejahteraan social, adalah upaya perlindungan dan 

pelayanan yang berkelanjutan diperlukan agar penyandang disabilitas 

dapat mencapai tingkat kehidupan yang sesuai. Seorang penyandang 

disabilitas berhak menerima bantuan kesejahteraan sosial jika 
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kehidupannya sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain atau jika ia 

tidak dapat ditinggalkan tanpa perhatian orang lain untuk jangka waktu 

yang lama. Dalam hal ini, keluarga, keluarga pengganti, atau panti sosial 

yang merawat penyandang disabilitas tersebut bertanggung jawab untuk 

menyediakan perlindungan dan pelayanan yang dibutuhkan. 

2.3       Penyandang Disabilitas 

2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas 

  Dalam bahasa Inggris, istilah disabilitiy berarti suatu kondisi fisik atau 

mental yang dapat membatasi gerak, indera, dan aktivitas seseorang. Pada 

dasarnya, kondisi fisik atau mental berkaitan dengan struktur tubuh, sedangkan 

keterbatasan aktivitas adalah masalah yang dihadapi individu saat melakukan 

tugas atau tindakan, dan keterbatasan partisipasi adalah masalah yang dihadapi 

oleh individu yang terlibat dalam situasi kehidupan. Oleh karena itu, disabilitas 

bukan hanya masalah kesehatan; itu adalah fenomena yang rumit yang 

menunjukkan interaksi antara seseorang dan masyarakatnya. Hambatan 

lingkungan dan sosial memerlukan intervensi tertentu. 

  Menurut Jhon C.Maxwell penyandang disabilitas adalah seseorang yang 

mempunyai kecacatan yang dapat menganggu aktifitasnya. Sementara Goffan 

menyatakan bahwa penyandang disabilitas menghadapi permasalahan sosial 

dimana orang lain beranggapan bahwa dengan ketidaknormalan yang mereka 

alami tidak mapu untuk berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Adapun 

stigma yang dikemukakan oleh Goffman ialah mengacu pada penyandang 

disabilitas sehingga mereka tidak  mendapatkan fungsi sosial seutuhnya yang 
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mengakibatkan kehidupan mereka terisolasi dengan ditandai dengan 

ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain. 

  Secara resmi, istilah "disabilitas" telah dicantumkan dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 2016. Meskipun dalam undang-undang tersebut, istilah 

"disabilitas" tidak dijelaskan secara eksplisit, melainkan ditemukan dalam 

pengertian "penyandang disabilitas". Menurut definisi yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka 

waktu yang lama, yang dapat menyebabkan kesulitan dan hambatan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan kesamaan 

hak. 

  Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kelompok masyarakat 

yang dianggap rentan adalah penyandang disabilitas, yang berhak mendapatkan 

perlakuan dan perlindungan istimewa. Sementara itu, Undang-Undang 

Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyandang 

disabilitas termasuk dalam kategori masyarakat yang menghadapi kondisi 

kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memenuhi syarat sebagai 

permasalahan sosial. 

2.3.1 Klarifikasi Penyandang Disabilitas 

  Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang penyandang 

disabilitas, terdapat pengklasifikasian dalam jenis yang berbeda tergantung pada 
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tingkat kecacatan atau difabelnya. Adapun klasifikasi penyandang disabilitas yaitu 

sebagai berikut : 

a. Disabilitas fisik, orang yang mengalami disabilitas fisik mengalami 

kesulitan dalam menjalankan fungsi tubuh mereka. Disabilitas fisik dapat 

berasal dari keturunan, dilahirkan, atau disebabkan oleh kecelakaan, 

penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya 

antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan 

cerebral palsy. 

b. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu individu yang mengalami 

penyandang disabilitas intelektual dapat dikenali dari tingkat IQ yang 

berada di bawah rata-rata, kesulitan dalam pemrosesan informasi, 

keterbatasan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan respons terhadap 

lingkungan sekitar. Beberapa contoh disabilitas intelektual meliputi Down 

syndrom dan keterlambatan perkembangan. 

c. Penyandang disabilitas mental, mereka adalah individu yang menghadapi 

keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Ini mencakup 

berbagai gangguan mental seperti bipolar, depresi, kecemasan, dan 

gangguan mental lainnya. Orang yang mengalami disabilitas mental 

mungkin menghadapi kesulitan dalam menyampaikan pemikiran mereka, 

mempertahankan konsentrasi, membuat keputusan, dan proses berpikir 

secara efektif. 

d. Penyandang disabilitas sensorik, juga dikenal sebagai penyandang 

disabilitas sensorik, didefinisikan sebagai keterbatasan fungsi panca indra. 
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Jenis keterbatasan ini termasuk gangguan dalam komunikasi, rungu, dan 

netra. 

   Jika dilihat berdasarkan klasifikasi penyandang disabilitas, dapat menjadi 

salah satu bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh 

akses dan pelayanan yang layak. Adapun akses yang diperoleh bagi penyandang 

disabilitas bertujuan agar dapat hidup secara layak baik dari aspek sosial maupun 

ekonomi untuk mencapai kesejaheteraan secara adil dan merata tanpa adanya 

pengecualian atas kelompok apapun. Pelayanan yang diberikan harus sesuai 

dengan prinsip hak asasi manusia yang memperjuangkan hak setiap warga negara 

untuk mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk 

penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar mereka dapat hidup dengan 

martabat dan memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. 

2.4  Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas 

  Setiap manusia merupakan ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk 

sempurna (Fi ahsan taqwim). Allah menciptakan manusia dengan disertai akal 

budi dalam setiap diri manusia, bebrbeda dengan makhluk lain. Allah 

menciptakan manusia sedemikan sempurna untuk menjadi khalifah-Nya dimuka 

bumi. Oleh karena itu Allah memberikan manusia berupa kekampuan yang 

berbeda dengan makhluk lain agar mereka dapat membedakan kebaikan dan 

keburukan. 

  Allah menciptakan manusia tidak sama ataupun serupa. Setiap manusia 

yang Allah ciptakan adalah unik dan manusia merupakan penciptaan yang 
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sempurna dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Siapapun yang lahir kedunia akan 

membawa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara ruhani-spritual, 

Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu, secara 

fisik-jasmani, Allah menciptakan rangka manusia itu sama, hanya saja bentuk dan 

kemampuannya yang berbeda. Hakikatnya, terdapat hikmah atas penciptaan 

manusia yang berbeda-beda tersebut. 

  Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya terdapat status sosial yang 

berbeda-beda. Seperti hanya, ada golongan orang miskin dan golongan orang 

kaya, ada kelompok orang yang lemah dan kelomok orang yang kuat, selain itu 

ada yang menjadi bawahan dan ada yang menjadi atasan. Pada dasarnya, dibalik 

ketidaksamaan tersebut tidak disengaja oleh Allah. Ketidaksamaan tersebut, baik 

dalam bentuk fisik, kemampuan, ataupun status sosial diciptakan Allah agar 

kehidupan dimuka bumi ini terdapat perbuatan terpuji, seperti tolong menolong 

dan kerja sama antara satu sama lain. Allah berfirman dalam Q.S Az-zukhruf:32 

نْ يَاۙ وَرفََ عْنَا بَ عْ ضَهُمْ فَ وْقَ  نَ هُمْ مَّعِيْشَتَ هُمْ فِِ الْْيَهوةِ الدُّ  نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
اَهُمْ يَ قْسِمُوْنَ رَحَْْتَ ربَِّكََۗ

َّا يََْمَعُوْنَ  رٌ مِّّ تٍ ليَِّ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْرِيًِّّ َۗوَرَحَْْتُ ربَِّكَ خَي ْ  بَ عْضٍ دَرجَه

Artinya:  “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. 
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  Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami beberapa 

keterbatasan fisik, mental, atau intelektual. Beberapa istilah digunakan dalam 

literatur fikih untuk menjelaskan berbagai jenis disabilitas atau difabel, seperti 

syalal (kelumpuhan), yang merupakan kerusakan atau ketidakberfungsian organ 

tubuh; al-a’ma (difabel netra); al-a’raj (difabel daksa kaki); dan al-aqtha' (difabel 

daksa tangan). 

  Setiap penyandang disabilitas harus memperoleh perlakukan sosial yang 

sama, bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat 

manusia, bebas dari ekploitasi kekerasan dan perlakuan yang tidak wajar serta 

merek aberhak memproleh penghormatan atas integritas mental dan fisiknya 

berdasarkan kesamaan dengan yang lain. Terkhusus hak untuk memperoleh 

perlindungan sosial dan huku, serta dalam keadaan yang mendesak. Allah 

menegaskan unuk tidak slaing mengolo-olok satu dengan lainnya, hal tersebut 

telah dijelaskan melalui QS. Al-Hujurat: 11 

ََسه     ٍٍ
نْ  نِّسَاء ٌٍ مِّ

هُمْ وَاَ  نِسَاء ن ْ رًا مِّ ََسه   اَنْ يَّوُوْنُ وْا خَي ْ نْ قَ وٍْ   يًّه َ ي ُّهَا الَّذِيْنَ اهمَنُ وْا اَ  يَسْخَرْ قَ وٌْ  مِّ

يْْاَنِِۚ  هُنَِّۚ وَاَ  تَ لْمِزُوْ ا انَْ فُسَوُمْ وَاَ  تَ نَابَ زُوْا بِِاْ لَْقَابَِۗ بئِْسَ ااِ سْمُ الْفُسُوْقُ بَ عْدَ ااْ ِ ن ْ رًا مِّ اَنْ يَّوُنَّ خَي ْ

كَ هُمُ الظهّلِمُوْن ىِٕ
 وَمَنْ لََّّْ يَ تُبْ فاَوُلهء

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok 

kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari 

mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolokolok) 

wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolokolok) lebih 

baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu 
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sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 

Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesuah iman dan 

barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim”. 

  Berdasarkan ayat tersebut, kita semua telah memperoleh peringatan tegas 

dari Allah untuk tidak saling mencela. Karena hakikatnya, dalam pengajaran 

islam, perbuatan mencela dan merendahkan orang lain termasuk dalam perbuatan 

yang tidak disenangi Allah. Hal tersebut dikarenakan boleh jadi kedudukan orang 

yang dicela lebih mulia dihadapan Allah dari pada orang yang mecela. Selain itu, 

Allah melalui firman-Nya memberikan sebuah keringanan yang ditujukan bagi 

penyandang disabilitas, yaitu diejlaskan dalam QS. An-Nur: 61 

ََلَ  الْمَريِْضِ حَرَجٌ  َْرَجِ حَرَجٌ وَّاَ   ََلَ  ااْ َ َْمه  حَرَجٌ وَّاَ   ََلَ  ااْ َ  ليَْسَ 

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, 

dan tidak pula bagi orang yang sakit...”  

  Melalui ayat ini Allah swt sebenarnya memberikan keringanan atau 

menghilangkan kesulitan bagi difabel netra dalam hal terkait dengan beban 

kewajibannya (taklif) yang mempersyartakan mata sebagai alat penglihatan, 

begitu juga bagi orang yang hanya memiliki satu kaki dan orang yang sakit. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

   Pada penelitian ini, penulis mempertimbangkan beberapa penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan penelitian yang 

sama atau berbeda. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam 
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menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas. Penulis mengambil beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dianataranya: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

1 Yudi Kurniawan 

(2022)  

“Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas Di Kota 

Pekanbaru Melalui 

Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru’’ 

 

Jom Fisip Vol. 9 

No.1 

Hasil penelitian ini adalah  

1.Pemberdayaan 

penyandang disabilitas 

yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru belum berjalan 

maksimal sehingga 

penyandang disabilitas 

juga belum berjalan 

maksimal. Hal ini terlihat 

dari kurangnya partisipasi 

penayandang disabilitas 

mengenai pemberdayaan 

pengembangan manusia. 

2.faktor yang mendukung 

pemberdayaan disabilitas 

oleh Dinas Kota 

Pekanbaru adalah 

 dukungan lingkungan, 

dukungan organisasi, serta 

fasilitas dan infrastruktur. 

Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah 

kurangnya peran dan 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

penulis adalah 

penelitian ini memiliki 

pada satu titik fokus 

pembahasan yaitu 

mengenai 

pemberdayaan 

penayandang disabilitas, 

sementara penelitian 

penulis membahas 

tentang peran pemrintah 

melalui Dinas Sosial 

dalam menajmin 

Kesejahteraan 

kehidupan penyandang 

Disabilitas 
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dukungan pemerintah 

dan masyarakat umum 

2 Rifa’i Rofiq 

(2021) 

‘’Peran Dinas Sosial 

Dalam 

Pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas Di Kota 

Pekanbaru’’ 

Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dinas 

sosial kota pekanbaru 

belum memberikan 

pemberdayaan yang 

cukup kepada penyandang 

disabilitas. Ini disebabkan 

oleh kurangnya keseriusan 

kemensos dalam 

memberikan bantuan 

kepada dinas sosial kota 

pekanbaru. Akibatnya, 

kemensos ke dinas sosial 

belum memberikan 

bantuan yang cukup 

kepada penyandang 

disabilitas. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

penulis adalah dalam 

penelitian ini hambatan 

yang terjadi dalam 

pemberdayaan 

penayndang disabilitas  

bukan hanya berasal 

dari Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru itu sendiri, 

melainkan dari 

kemnetrian sosial juga, 

sementara penelitian 

penulis hanya 

memfokus kan pada 

peran pemerintah 

melalui dinas sosial 

serta kerjasama dengan 

lembaga lain dalam 

menajmin kesejahteraan 

penyandang disabilitas 

3 Syafrites Indrion, 

Zaili Rusli Dan 

Febri Yuliani 

(2021) 

“Implementasi 

Peraturan Daerah 

Provinsi Riau nomor 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerapan belum 

maksimal. Yang mana 

masih terbatas pada 

pelatihan. Tidak ada 

tempat kerja untuk 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

penulis adalah 

peneilitian ini lebih 

memfokuskan pada 

kesempatan kerja untuk 

peyandang disabilitas 
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18 Tahun 2013 

Tentang 

Perlindungan dan 

pemberdayaan 

Penyandang 

Disabilitas Di Kota 

pekanbaru” 

Jurnal Sumber Daya 

Manusia Unggul 

Vol. 1, No. 2 

penyandang disabilitas 

dan tidak ada fasilitas 

yang mudah diakses. Ada 

beberapa masalah yang 

harus diatasi: perusahaan 

masih belum tertarik 

untuk merekrut 

penyandang disabilitas, 

mereka merasa rendah diri 

jika dibandingkan dengan 

orang normal, dan 

kualifikasi yang 

dibutuhkan hanya untuk 

beberapa jenis 

penyandang disabilitas 

yang lebih ringan. 

Pemerintah dapat 

berusaha untuk mengubah 

stigma diskriminasi 

terhadap penyandang 

disabilitas dengan aktif 

menyebarkan regulasi 

yang berlaku. 

 

sesuai dengan 

implementasi 

Peraturan Daerah 

Provinsi Riau nomor 18 

Tahun 2013 , sementara 

penelitian penulis tidak 

ada membahas tentang 

kesempatan kerja, tetapi 

lebih memfokuskan 

pada kesejahteraan 

penayandang disabilitas  

 

2.6 Definsi Konsep 

  Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran penelitian ini, 

maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang 

berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka 
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dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan 

pada landasan teori.  

  Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

batasan dalam penelitian yang dimaksudkan agar memberikan arah dalam 

penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut : 

1. Peran artinya adalah sesuatu yang dijalankan oleh seseorang yang 

mempunyai kedudukukan dalam suatu lembaga/organisasi. Peran juga 

dapat diartikan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh seseorang pada sebuah lembaga/organisasi.  

 Teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2009) yaitu sebagai berikut :  

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator 

b. Peran pemerintah sebagai Regulator 

c. peran pemerintah sebagai Katalisator 

2. Kesejahteraan adalah suatu kondisi seseorang yang merasa kehidupannya 

damai dan tentram. Selain itu segala hak nya terpenuhi baik itu secara 

material,spritual dan sosial. 

Adapun kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yaitu aksessibilitas, 

Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharan taraf kesejahteran 

3. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang menghadapi kesulitan atau 

hambatan dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupannya akibat 

adanya keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat 
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menghambat kemampuan mereka untuk berpartispasi penuh ke 

masyarakat 

2.7  Konsep Operasional 

Tabel 2.2 

Operasional Variabel Penelitan Peran Pemerintah Dalam Menjamin 

Kesejahteran Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru 

Variabel Indikator Sub-Indikator 

Peran Pemerintah 1. Peran sebagai 

Fasilitator 

a. Memberikan Semua 

Fasilitas Terhadap 

Penyandang 

Disabilitas Berupa 

Program 

pemberdayaan 

b. Memberikan Bantuan 

materil berupa uang, 

barang dan jasa 

2. Peran sebagai 

Regualator 

a. Pemerintah Sebagai 

Pembuat Kebijkan 

dan Dinas Sosial 

Sebagai Pelaksana 

Kebijakan. 

 

3. Peran sebagai 

Katalisator 

a. Melakukan koordinasi 

dengan lembaga sosial 

lainnya dalam rangka 

kerja sama 

b. Menyalurkan bantuan 

dari kementrian Sosial 

  Sumber : Teori Gede Diva tahun 2009 15:18 
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2.8  Kerangka Berpikir 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi Penelitian, Tahun 2024 

 

 

 

Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan 

Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Peran Pemerintah Menurut Teori Gede Diva Tahun 2009 

15:18 

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator 

2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator 

3. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator 

 

Untuk Mewujudkan Peran Pemerintah Yang Optimal  Melalui 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Adapun Kesejahteraan Bagi 

Penyandang Disabilitas Yaitu: 

1. Aksessibilitas 

2. Rehabilitasi Sosial 

3. Bantuan Sosial 

4. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Darmadi (Belakang, 2017), 

penelitian deskritif kualitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan 

pengumpulan data dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan 

tentang suatu fenomena atau ide. Dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis masalah, terutama yang berkaitan dengan Peran Pemerintah dalam 

Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. Deskriptif Kualitatif adalah Semua data yang dikumpulkan  serta  

dikumpulkan dalam penelitian ini dengan disusun dan dikelompokkan untuk 

digunakan sebagai bahan masukan penelitian. 

3.2   Lokasi dan Waktu Penelitian     

 Pada penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru. Penulis memilih Dinas ini karena di Dinas Sosial 

merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial, termasuk 

didalamnya mengenai Kesejahteraan Penyandang Disabilitas dan penelitian 

dilakukan pada bulan september tahun 2023 hingga selesai. 

3.3   Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu: 
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1. Data Primer  

Sumardi suryabrta menyatakan bahwa Sumber data primer merupakan 

data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang diperoleh dari sumber 

pertamanya. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data primer dapat melalui 

observasi dan wawancara langsung kepada para informan peneliti.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang sifatnya tidak langsung 

memberikan data tersebut kepada orang yang mengumpulkannya, seperti melalui 

orang lain atau dokumen. Adapun dalam memperoleh data sekunder dalam 

melakukan penelitian dapat diperoleh melalui observasi dan berbagai macam 

laporan dan dokumentasi, termasuk foto-foto, dokumen kantor, dan bahan tertulis 

yang sangat membantu penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung 

informasi dari data primer. 

3.4   Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk keberhasilan 

penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana data dikumpulkan, siapa 

sumbernya dan alat apa yang digunakan. Dan penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa :  

1. Teknik observasi.  

   Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik permasalahan yang sedang 
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diteliti. Dalam konteks ini, teknik observasi dilaksanakan di Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. 

2. Teknik wawancara  

   Penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Provinsi Riau, 

menggunakan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan 

sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Teknik dokumentasi  

   Dengan memanfaatkan teknik ini, penulis berupaya mengumpulkan 

informasi dari sumber tertulis, dokumen, atau sumber informasi lain yang relevan 

untuk melengkapi data yang diperoleh secara langsung di lapangan. 

3.5   Informan Penelitian  

   Informan adalah orang yang dimintai informasi tentang objek penelitian 

dan memiliki banyak informasi terkait dengan data penelitian. Hal ini menjadikan 

penyebutan informan dalam disebutkan sebagai narasumber dalam penelitian dan 

subjeknya berupa "kasus" satu kesatuan unit, yaitu lembaga, organisasi, atau 

institusi sosial.  

   Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi 

beberapa macam, yaitu : 

a. Informan kunci, atau yang dikenal sebagai key informan, merujuk 

kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan informasi pokok 

yang penting untuk keperluan penelitian. 
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b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti. 

c. Informan pendukung adalah mereka yang mampu memberikan 

informasi meskipun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi 

sosial yang menjadi fokus penelitian. 

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan 

pendukung yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

                                  Informan Penelitian 

 

No Informan Penelitian Jumlah 

1 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 1 

2 Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 1 

3 Penyandang Disabilitas 4 

 Total 6 

 Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2024 

 

  Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi dua jenis, yaitu informan 

kunci dan informan pendukung. Informan kunci, atau key informan, dianggap 

memiliki pemahaman mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. Sementara itu, informan pendukung dipilih berdasarkan pertimbangan 

bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relevan dengan keterkaitan masalah 

penelitian. 
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3.6    Metode Analisis Data  

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini 

mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

subunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh orang lain dan diri sendiri.  

  (Sugiyono, 2012: 89). Aktivitas meliputi reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification).      

a. Reduksi data (data reduction), Data yang telah melalui proses reduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih terfokus dan memudahkan dalam 

pengumpulan data selanjutnya. Setelah merangkum informasi, memilih 

aspek yang relevan, memfokuskan pada elemen yang krusial, serta 

menemukan tema dan pola, data yang telah direduksi akan memberikan 

pemahaman yang lebih jelas dan mendasar, sehingga memudahkan 

kelanjutan proses pengumpulan data. 

b. Penyajian data (data display), Dalam penelitian kualitatif, data dapat 

dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, uraian singkat, 

diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Dalam 

konteks ini, peneliti memilih untuk menyajikan data melalui teks naratif. 

Pendekatan ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun 
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secara sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pihak yang 

berkepentingan. 

c. Penarikan kesimpulan (verification), Kesimpulan awal yang ditarik dalam 

penelitian bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika tidak 

ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika 

kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, 

maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel dan terpercaya, 

meningkatkan kualitas kesimpulan setelah tahap lanjutan penelitian di 

lapangan. 
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                                        BAB IV 

                 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

4.1    Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1  Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru awalnya dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang pada 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut dengan Batin. Daerah 

Senapelan terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring 

berjalannya waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara 

Sungai Siak. Sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) 

telah diperbaharui pada tanggal 9 April 1689, dan dalam perjanjian tersebut 

Belanda diberikan hak yang lebih luas. Terdapat monopoli dan pembebasan cukai 

terhadap beberapa barang dagangan. Di daerah Petapahan yang saat itu sangat 

maju, Belanda juga telah mendirikan Loji. Kapal-kapal Belanda berhenti di 

Senapelan karena mereka tidak dapat masuk ke Petapahan, dan perjalanan ke 

Petapahan kemudian dilakukan dengan menggunakan perahu kecil. Dengan 

demikian, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penyimpanan berbagai 

barang perdagangan baik yang dibawa dari luar ke pedalaman, maupun yang 

dibawa dari pedalaman ke luar seperti bahan tambang emas, timah, kerajinan 

kayu, dan hasil hutan lainnya. 

    Payung Sekaki / Senapelan sangat penting dalam perdagangan. 

Perkampungan Senapelan berada di posisi silang antara pedalaman Tapung, 

pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal tersebut karena lokasinya yang 

strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang. Selain itu, karena lokasinya yang 

strategis dan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan yang penting, hal ini 
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mendorong pembangunan jalur darat melalui Teratak Buluh (Sungai Kelulut), 

Tangkerang hingga Senapelan. 

    Kerajaan Siak Sri Indra Pura sangat erat kaitannya dengan perkembangan 

Senapelan. Ketika Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, 

beliau membangun istana Kampung Bukit, yang diperkirakan terletak di sekitar 

lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berusaha mendirikan pekan atau 

pasar di Senapelan, tetapi tidak berhasil. Putra Raja Muda Muhammad Ali, dan 

Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah kemudian melanjutkan usaha 

tersebut, meskipun lokasi pasar sekarang beralih ke sekitar Pelabuhan Pekanbaru. 

Menurut catatan Imam Suhil Siak, Senapelan, yang kemudian dikenal sebagai 

Pekanbaru, secara resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H 

bersamaan dengan 23 Juni 1784 dibawah pemerintahan Sultan Yahya dan 

kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 

    Sejak Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pergi, Datuk 

Bandar bertanggung jawab atas Senapelan dengan bantuan empat Datuk besar: 

Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. 

    Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak, dan 

Datuk Bandar memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya 

perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami 

perubahan:  

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. 
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2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang 

Controleor berkedudukan di Pekanbaru.  

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer 

Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.  

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.  

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.  

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota 

Kecil.  

7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.  

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi 

Ibukota Propinsi Riau.  

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.  

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. (Pekanbaru.go.id) 

4.1.2   Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

    Visi Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru No.1 Tahun 2021 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat 

Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju 

Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.  

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih dari tahun 2017 hingga 2022 

telah menetapkan Visi Antara, “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City 
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Madani”, untuk lima tahun kepemimpinannya. Visi ini dimaksudkan untuk 

mempercepat pencapaian visi kota Pekanbaru tahun 2021. 

    Telah ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah daerah Kota 

Pekanbaru tahun 2017-2022 untuk mencapai visi tersebut, dengan 

mempertimbangkan masalah dan tantangan saat ini, serta peluang yang tersedia. 

Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh, 

dan berdaya saing tinggi;  

2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat 

berbudaya Melayu;  

3) Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;  

4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan 

ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan, dan 

industri (olahan dan MICE);  

5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah 

lingkungan (Green City). (Pekanbaru.go.id) 

4.1.3 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 

0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. 

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 

Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. 
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Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Adapun Kota 

Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu :  

1. Barat : Kabupaten Kampar  

2. Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar  

3. Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  

4. Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan  

    Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya 

tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan 

Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 

Kelurahan/Desa. (Riau 2020). (Pekanbaru.go.id) 

Tabel 4.1  

Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan 

 

No Kecamatan Luas (Km2 ) Persentase (%) 

1 Pekanbaru Kota 2,26 0,36 

2 Sail 3,26 0,52 

3 Sukajadi 3,76 0,59 

4 Limapuluh 4,04 0,64 

5 Senapelan 6,65 1,05 

6 Bukit Raya 22,05 3,49 

7 Marpoyan Damai 29,74 4,70 
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8 Payung Sekaki 43,24 6,84 

9 Tampan 59,81 9,46 

10 Rumbai 128,85 20,38 

11 Rumbai Pesisir 157,33 27,09 

12 Tenayan Raya 171,27 100,00 

Jumlah 632,26 100,00 

                  Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru  Tahun 2023 

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

4.2.1  Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesudah Indonesia merdeka pada 

tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, 

dan merasa aman dari penjajah. Belanda tidak ingin melepas begitu saja 

jajahannya meski Indonesia sudah memplokamirkan kemerdekaan. Dengan 

maksud ingin menjajah kembali Indonesia, maka Belanda dengan kekuatan penuh 

pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran 

yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di 

dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat-rakyat 

yang mengungsi, oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah 

para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.  

Tugas para relawan yaitu membuat dapur umum, menyuplai makanan dan 

logistik serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa 

ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang 

kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam 

peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari 



 
 

46 
 

Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang menjadi 

cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.  

Hingga saat ini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap pada tanggal 22 

Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)  

atau hari jadi Departemen Sosial. Pada Tahun 1948 Pemerintah Negara Republik 

Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu 

instansi yang resmi dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu 

peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai 

dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu 

tentara Republik Indonesia dalam peperangan.  

Kemudian pada Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar sebutannya menjadi 

Jawatan Sosial tugas pokoknya yaitu membantu korban perang dan para veteran 

pejuang. Lalu Tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya membantu para 

korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu 

para penyandang cacat (paca).  

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada Tahun 1974 

Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia 

untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, 

tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi 

dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat 

kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, ditingkat 

Kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang bertempat di kantor camat.  
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Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, 

mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, 

fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak 

kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan 

pengemis, pekerja seks komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, 

komunitas adat terpencil.  

   Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden 

Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau 

Gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Pada Tahun 1999, dihidupkan kembali 

Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial 

Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat.  

Kemudian pada Tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen 

Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada Tahun 2001 Departemen 

Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu 

dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru 

sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas 

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Nomor 7 Tahun 2001.  

Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk 

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan 

Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang 

Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini 
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dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala 

Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan 

jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang 

berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab 

Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.  

   Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan 

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana 

Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan 

maupun dalam pengelolaan pembangunan.  

   Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai 

kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan 

suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat 

dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan 

tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota 

Pekanbaru pada Tahun 2004 dibangunlah 6 (enam) tempat pemakaman umum 

yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani 

oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. (Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

tahun 2024) 

4.2.2  Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru  

   Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus memiliki pencapaian 

yang maju untuk ke depannya dalam mengatasi dan melakukan pekerjaannya 

dalam artian adanya visi dan misi, agar apa yang dilaksanakan terstruktur, 
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strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditentukan. Penetapan visi menjadi 

bagian dari perencanaan strategik, yang merupakan langkah penting dalam sebuah 

organisasi. 

a) Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 

maka visi nya adalah “ Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Gerakan SMPATI 

(Siap Melayani, Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Tepat Waktu & Inovatif )” 

b) Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Berdasarkan yang telah dirumuskan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 

maka misi nya adalah sebagai berikut:  

a) Memberikan pelayanan publik yang handal dan Profesional.  

b) Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi & teknologi. 

c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja. 

4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
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4.3.1  Susunan Organisai Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari:  

1. Kepala Dinas  

2. Sekretaris  

a) Sub Bagian Umum ( Kassubag Umum )  

b) Sub Bagian Keuangan 

3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  

a)  Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana  

b) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan 

Social 

c) Kepala Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar 

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  

a) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak  

b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

c) Kepala Sesi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan 

Perdagangan Orang 

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

a) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin 

b) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat  

c) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi 

Sosial 
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4.3.2 Tugas dan Fungsi 

   Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh walikota Pekanbaru 

Nomor 9 Tahun 2016 tugas dan fungsi dari setiap bagian pada Dinas Sosial adalah 

sebagai berikut:  

1. Kepala Dinas  

a) Membuat perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial  

b) Melakukan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang sosial  

c) Melakukan pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial  

d) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial  

e) Melakukan pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya  

f) Menjalankan penyelenggaraan urusan penata usaha dinas  

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya  

2. Sekretaris 

 Tugas dari sekretaris meliputi:  

a) Menjalankan penyusunan program kerja Dinas 

b) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan  

c)  Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi Dinas  

d) Menjadi wakil Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan  

e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian  
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f) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan merumuskan pedoman dan 

petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan Dinas  

g) Mengkoordinasikan rapat Dinas dan keprotokolan  

h) Mengkoordinasikan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang 

sebagai pertanggungjawaban Dinas  

i) Mengkoordinasikan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban, 

dan asset Dinas  

j) Juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

3. Sub Bagian Umum  

Rincian tugas dari sub bagian umum adalah sebagai berikut:  

a) Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan 

pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta 

kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku  

b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan  

c) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan 

sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan bidang kepegawaian umum/tata usaha dan perlengkapan  

d) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 

kepegawaian, umum dan perlengkapan  
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e) Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan 

fungsional dan pengawasan lainnya  

f) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur 

(BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai  

g) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris 

kantor dan dokumentasi kegiatan kantor  

h) Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi 

terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 

masyarakat  

i)  Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana 

bagi unit kerja dilingkungan dinas  

j) Melaksankan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas  

k) Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan 

dalam, akomodasi dan perjalanan dinas  

l) Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

4. Sub Bagian Keuangan  

a) Rincian tugas dari sub bagian keuangan adalah sebagai berikut: 

Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data 

serta informasi tentang dinas  

b) Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan  
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c) Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan 

kebutuhan sarana prasarana dinas  

d) Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan  

e) Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis 

yang berhubungan dengan penyusunan program   

f) Merumuskan Renstra, renja dan program pembangunan tiap 

tahunnya dilingkungan dinas  

g) Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bagian keuangan 

h) Merencanakan program kerja meliputi koordinasi, pembinaan 

bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksaan 

tugas 

i) Melakukan verifikasi serta mneneliti kelengkapan permintaan 

pembayaran  

j) Menyiapkan surat perintan membayar  

k)  Melakukan verifikasi harian atas penerimaan  

l) Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran  

m) Melaksanakan akuntansi dinas  

n) Menyiapkan laporan keuangan dinas  

o) Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas 

p) Merenjanakan program kerja pengeluaran operasional rumah 

tangga dinas  
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q) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

dilingkungan dinas  

r) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya 

s) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar diproses lebih lanjut  

t) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya 

u) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis 

v) Mengevaluasi tugas pembinaan bidang bkeuangan dinas 

berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan 

penyempurnaan lebih lanjut 

w) Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas 

kepada atasan secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja 

sebagai bahan evaluasi bagi atasan 

x) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya  

5. Bidang Rehabilitasi Sosial  

Rincian tugas dari Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:  

a) Mengkoordinasi, membina dan merumus penyiapan bahan 

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang rehabilitas sosial 
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b) Mengkoordinasi, oembina dan merumuskan pelaksanaan 

pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial 

bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitas sosial bagi 

penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitas 

sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak 

dengan kedisabilitasan anak korban tindak kekerasan/diperlakukan 

salah, anak jalanan, balita terlantar  

c) Mengkoordinasi, membina, merumuskan dan menyusun laporan, 

hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas  

d) Mengkoordinasi, membina, merumuskan serta memberi petunjuki 

teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan  

e) Mengkoordinasi, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas 

lain atas petunjuk pimpinan 

f) Mengkoordinasi,menyusun dan merumuskan rencana kegiatan 

bidang  

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya  

6.  Seksi Rehabilitas Sosial 

 Rincian tugas dari Seksi Rehabilitas Sosial adalah sebagai berikut:  

a) Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan 

kerja merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat 

kerja  
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b) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merincdi dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan  

c) Merumuskan dan melaksanakan pebdataan terhadap anak  

d) Merumuskan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari 

kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/belum dengan rencana 

kerja dan tolok ukur keberhasilan yang telah dibuat  

e) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan serta memberi 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan  

f) Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas 

lain atas petunjuk pimpinan  

g) Mengkoordinasi, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan 

bidang  

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016) 
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BAB VI 

                                           PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

Peran Pemerintah dalam menjamin Kesejahteraan Penyandang disabilitas melalui 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

a) Dinas sosial kota pekanbaru telah menjalankan perannya dalam menjamin 

kesejahteraan penyandang disabilitas, meskipun belum sepenuhnya 

optimal. Tetapi dilihat dari 3 peran utamanya, bahwa Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru telah menjalankan perannya, yaitu pertama peran  sebagai 

fasilitator, dimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah  mengadakan 

berbagai pe;atihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas Kota 

Pekanbaru seperti pelatihan tata boga, membatik, dan juga seni kerajinan 

tangan. Selain memberikan pelatihan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga 

telah meneydiakan ruang yang ramah terhadap penyandang disabilitas, 

ditandai dengan penempatan ruangan layanan umum yang disediakan oleh 

Dinas Sosial dimana ruangan layanan umum berada dilantai bawah. Bukan 

hanya itu, Dinas Sosial juga memberikan prioritas terhadap penyandang 

disabilitas dalam memperoleh layanan umum. Kedua, peran sebagai 

regulator, Dinas Sosial tidak membuat kebijakan, melainkan sebagai 

penggerak kebijakan yang ada pada peraturan provinsi yaitu Peraturan 

Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dimana salah satu bentuk 
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penerapan yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru selain 

memberikan mereka pelatihan, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru juga telah menyediakan layanan jainan kesehatan 

untuk penyandnag disabilitas, baik mereka yang sudah terdaftar dalam 

DTKS(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun yang belum terdaftar 

dalam DTKS tersebut. Ketiga, peran sebagai katalisator, Dinas Sosial 

melakukan koordinasi dalam bentuk kerjasama dalam mnejain 

kesejahteraan penyandang disabilitas, seperti kerjasama dengan 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perusahaaan swasta dan lembaga 

lainnya. Adapun bentuk kerjasama Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan 

pihak lain seperti bantuan sosial, atensi, alat bantu, sembako, bimbingan 

keterampilan, bimbingan fisik, mental dan spritual, dan bantuan langsung 

tunai 

b) Dalam menjalankan perannya Dinas Sosial Kota Pekanbaru menghadapi 

beberapa kendala, yaitu faktor internal, Pertama Dinas Sosial memiliki 

kendala dalam proses pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, 

dimana terkadang tidak semua penyandang disabilitas bisa langsung 

membawa pulang kerumah karena kondisi penyandang disabilitas dan 

bentuk alat bantu yang diterima seperti kursi roda. oleh karna itu Dinas 

Sosial juga membutuhkan waktu untuk bisa mengantarkan alat bantu 

tersebut kerumah penerima masing-masing. Kedua, terdapatnya 

keterbatasan anggaran untuk penyaluran bantuan. Seperti alat bantu yang 

diberikan oleh Dinas Sosial untuk setiap tahunnya hanya berjumlah 
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puluhan. Kedua, faktor Eksternal, dimana kendala itu hadir dari 

penyandang disabilitas itu sendiri, seperti munculnya keluhan-keluhan 

yang mereka beranggapan bantuan tersebut tidak sesuai dengan harapan 

mereka. selain itu kurangnnya partisipasi penyandang disabilitas dalam 

mengikuti pelatihan yang telah diadakan oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, 

peneliti bermaksud untuk memberikan saran dan masukan mengenai peran Dinas 

Sosial dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru, 

adapun saran dan masukan tersebut yaitu : 

a) Dalam penyaluran  bantuan yang tidak bisa dibawa pulang kerumah 

penayandang disabilitas karena keterbatasan mereka atau bantuan yang 

mereka terima sulit dibawa, sebaiknya dari dinas sosial dibagikan 

pembagian tugas khusus untuk mengantarkan alat bantuan tersebut 

kerumah penerima, dan saat itu juga dinas sosial menjelaskan kepada 

penerima tentang berapa lama alat bantu tersebut di antarkan sehingga 

mereka tidak menunggu tanpa tau kapan bantuan tersebut diantarkan, 

b) Dinas sosial harus sering melakukan sosialisasi tentang pelatihan, baik itu 

secara langsung maupun melalui media online. Karena hal pelatihan ini 

sanagat berpengaruh untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, agar 

mereka lebih banyak berpartisipasi dalam pelatihan tersebut yang mana 
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hal itu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan mereka. Karena 

pengaruh dengan mereka mengikuti program yang telah dilaksanakan oleh 

dinas sosial kota pekanbaru akan memberikan perubahan yang mana 

setidaknya jika mereka mengikuti pelatihan dapat memberikan mereka 

kemampuan dan mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri, sehingga 

mereka tidak lagi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab 

untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan mereka. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA  

PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN 

PENYANDANG DISABILITAS MELALUI DINAS SOSIAL KOTA 

PEKANBARU 

Pertanyaan didalam pedoman wawancara ini sifatnya tidak terstruktur dan hanya 

menjadi pedoman bagi peneliti sehingga pertanyaan dapat berkembang lebih 

lanjut mengikuti dinamika wawancara dilapangan. Wawancara nantinya dilakukan 

dalam suasana informal agar informan lebih terbuka dan leluasa dalam 

memberikan pengetahuan, pengalaman dan pandangannya. 

A. Daftar Pertanyaan (Dinas Sosial Kota Pekanbaru) 

1.  Peran Sebagai Fasilitator 

a. Program Pemberdayaan Seperti Apa Yang Telah Diberikan Oleh 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru Kepada Para Penyandang 

Disabilitas? 

b. Apakah Program Pemberdayaan Dapat Dirasakan Oleh Seluruh 

Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru? 

c. Bagaimana bentuk aksessibilitas di kantor Dinas Sosial terhadap 

penyandang disabilitas? 

d. Apa saja bentuk kemudahan akses yang disediakan ditempat 

umum untuk penyandang disabilitas? 

e. Bagaimana Proses Penyaluran Bantuan Materil Yang Dilakukan 

Oleh Dinas Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Yang Ada 
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Dikota Pekanbaru? Apakah para penyandang disabilitas itu 

datang sendiri atau pihak Dinas Sosial yang mendata langsung? 

f. Apakah Yang Faktor Penghambat Dalam Pemberian Bantuan 

Kepada Para Penyandang Disabilitas? 

2.  Peran Sebagai Regulator 

a. Apakah Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah menjalankan regulasi 

pemerintah yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas? 

b. Apa Saja Bentuk Regulasi Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Dinas 

Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 

Tahun 2013?  

c. Apakah ada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas 

Sosial kepada para penyandang disabilitas? 

3.  Peran Sebagai Katalisator 

a. Bagaimana bentuk koordinasi yang telah dilakukan Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru dalam rangka kerjasama berkaitan dengan 

kesejahatetaan penyandang disabilitas? 

b. Bantuan apa yang disalurkan oleh kementerian sosial melalui 

dinas sosial kota pekanbaru untuk para penyandang disabilitas, 

Lalu apakah ada kendala selama proses penyaluran bantuan 

tersebut? 

 



 
 

85 
 

B. Daftar Pertanyaan (Penyandang Disabilitas) 

1. Peran Sebagai Fasilitator 

a. Apakah Bapak/Ibu Sudah Pernah Mengikuti Program 

Pmeberdayaan Khusus Untuk Penyandang Disabilitas? Jika 

pernah, pelatihan seperti apa, jika belum apa alasan/kendalanya? 

b. Menurut bapak/ibu apakah ada kemudahan akses untuk sarana 

dan prasarana umum yang diberikan untuk penyandang 

disabilitas? 

c. Apakah Bapak/Ibu Sudah Pernah Menerima Bantuan Dari 

Pemerintah Ataupun Pihak Dinas Sosial? 

d. Jenis Bantuan Seperti Apa Yang Bapak/Ibu Pernah Terima? 

e. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan secara rutin? 

2. Peran Sebagai Regulator 

a.  Apakah bapak/ibu merasakan adanya priorotas yang diberikan 

khusus bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan 

daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang 

disabilitas? Baik dalam pelayanan maupun ditempat umum? 

3. Peran Sebagai Katalisator 

a.  Apakah bapak/ibu pernah menerima bantuan dari kerjasama 

antara dinas sosial dan lembaga lainnya? Contohnya seperti 

baznas/sentra abiseka atau yang lainnya? 

b. Apakah Bapak/Ibu Pernah Menerima Bantuan Dari Kementerian 

Sosial Melalui Dinas Sosial? 
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Lampiran 2 

DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

(Ibu Sulhana Lely, Am.Keb) 

 

 

Wawancara dengan Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru 

(Ibu Hanum Hasmarlin) 
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Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Fisik 

(Bapak Syamsurizal) 

 

 

 

 

Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) 

(Bapak Edi Yusrizal) 
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Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) 

(Bapak Fauzi) 

 

 
 

 

Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) 

(Bapak Rahmat) 

 

 
 



 











 


